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BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
NOMOR 17 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014-2018 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bondowoso, mengakibatkan perubahan 
nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bondowoso, sehingga dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2014-2018 perlu dilakukan penyesuaian 
terhadap sasaran tahunan dan target pencapaian sasaran 
sampai dengan akhir periode perencanaan, maka perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonosia 
Nomor 2730); 

3.Undang-Undang ... 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembanguan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang · Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11.Peraturan ... 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5209); 

17.Peraturan ... 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 517); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana 
Pembangunan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 
2036); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 
2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2006 Nomor 2 Seri E); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 
Nomor 6 Seri E); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Timur 2011-2031; 

26.Peraturan ... 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 
sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 
N omor 9 Seri E); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 
N omor 1 Seri E); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 

dan 
BUPATI BONDOWOSO 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 
1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
TAHUN 2014-2018. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 1. .. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Bondowoso. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, 
adalah Perangkat Daerah, di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen 
perencanaan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan daerah Kabupaten Bondowoso untuk 
periode 20 (dua puluh) tahun. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah 
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 

13.Visi... 
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13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program­
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 
peerintah daerah untuk mencapai tujuan. 

17. Program adalah nstrument kebijakan yang berisi 
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 
satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai 
sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi 
anggaran atau kegiatan masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh .BAPPEDA. 

18. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai 
keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan 
kualitatif. 

19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Bondowoso. 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga menjadi sebagai 
berikut: 

Pasal 4 

Penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Bondowoso 
Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga menjadi sebagai 
berikut: 

Pasal 9 

Dalam hal RPJMD Tahun 2019-2023 belum ditetapkan, 
maka untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan 
RKPD Tahun 2019 berpedoman pada Perubahan RPJMD 
Tahun 2014-2018. 

Pasal 11 ... 
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Pasal II 

Peraturan Daerah m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Ditetapkan di Bondowo 
pada tanggal 8 Novem er 2017 

AMIN SAID HUSNI 

Diundangkan di Bondowos 
pada tanggal 8 Novembe 017 

H KABUPATEN BONDOWOSO, 

HIDAYAT 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 
2017 NOMOR 17 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
NOMOR 368-17/2017 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
NOMOR 17 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014-2018 

I. UMUM 

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, mengakibatkan 
perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bondowoso, sehingga dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 perlu 
dilakukan penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan target 
pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan. 
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2014-2018 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
Angka 1 

Pasal 1 
Cukupjelas 

Angka 2 
Pasal 4 

Cukupjelas 

.Angka 3 
Pasal 9 

Cukupjelas 

Pasal 11 ... 
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Pasal II 
Cukupjelas 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 21 


